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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pentingnya pajak bagi pembiayaan negara mendorong pemerintah 

menetapkan pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Salah satu pajak yang 

diberlakukan oleh pemerintah yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Pajak 

Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan 

kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Hasil penerimaan PBB 

merupakan penerimaan negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor 

sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan 

kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. 

Artinya pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan asli 

daerah. Sumber pendapatan inilah yang nantinya akan dikelola dan dipergunakan 

oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan pada daerah 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan digunakan sebesar-

besarnya bagi keperluan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kota 

Jakarta berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor 

perkotaan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. 
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Kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kabupaten/Kota merupakan 

suatu keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Dikarenakan dengan 

adanya pengalihan ini, pemerintah Kabupaten/Kota diberikan keleluasaan untuk 

mengatur atau mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan potensi yang ada diwilayah 

pemerintahannya. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota 

berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan PBB-P2 agar mampu 

memaksimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perrdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan mampu membiayai kebutuhan belanja daerah. 

Penanganan dan pengelolaan PBB harus dilakukan secara tertib serta mampu 

meningkatkan partsipasi masyarakat secara sadar dalam pembiayaan 

pembangunan. Hal ini disebabkan pentingnya PBB sebagai salah satu sumber 

keuangan negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan 

dan pemerintahan maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius 

dari semua pihak.Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahanmaka, diperlukan adanya 

penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas 

pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan, 

pembatalan dan pembetulan itu sendiri, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak 

Cipayung. 
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Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah 

penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang 

jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering 

kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang 

kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode 

pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.Permasalahan 

yang terjadi bahwa banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang belum paham 

mekanisme dalam melakukan pembayaran bahkan melakukan pembatalan dan 

pemetulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Oleh karena itu Kantor pelayanan 

pajak Cipayung yang mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Cipayung.Berdasarkan latar 

belakang diatas maka peneliti tertartik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PROSEDUR PEMBATALAN DAN PEMBETULAN SPPT PBB DI 

KANTOR PELAYANAN PAJAK CIPAYUNG” 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor 

Pelayanan Pajak Cipayung? 

2. Apakah terdapat kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan 

pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung? 
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3. Bagaiama solusi dari kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan 

dan pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pembatasan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pembatalan dan pembetulan SPPT 

PBB 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Cipayung 

3. Penelitian ini hanya membahasan mengenai prosedur pembatalan dan 

pembetulan SPPTPBB di KPP Cipayung. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan pokok masalah diatas maka tujuan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan dan pembetulan SPPT PBB pada 

Kantor Pelayanan Pajak Cipayung 

2. Untuk mengetahui kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan 

pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung? 

3. solusi dari kendala pada wajib pajak dalam melakukan pembatalan dan 

pembetulan SPPT PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Cipayung 
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1.3.2 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

a. Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan 

khususnyatentang Mekanisme Pembatalan SPPT PBB di Kantor 

Pelayanan Pajak Cipayung. 

b. Mendapat pengetahuan lebih mengenai perpajakan di Indonesia   

c. Sebagai bekal bagi penulis dalam menghadapi keadaan nyata dalam 

dunia kerja sehubungan dengan perpajakan dan mengenal lingkungan 

kerja perusahaan sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang 

lebih luas. 

d. Dapat lebih disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan 

2. Bagi Universitas 

a. Mambantu universitas meningkatkan kualitas lulusannya dengan 

pengalaman kerja melalui magang 

b. Dapat menambah popularitas universitas di dunia industri bahkan 

instansi pemerintah  

3. Bagi Perusahaan 

a. Meningkatkan efisiensi waktu pekerjaan dalam perusahaan 

b. Mendapat bantuan dari mahasiswa magang untuk meringankan 

pekerjaan karyawan perusahaan  

c. Dapat menjalin hubungan dan Kerjasama yang baik dengan 

universitas dalam dunia pendidikan   
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